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B WALIKOTA BONTANG

PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

e T e T T e T N T T ET T

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan
Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Pengusahaan  Sarang Burung Walet, maka perlu

mengatur peraturan PL‘IEl}\'SLlllallll[]yil'_
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b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu diatur dengan

Peraturan Walikota Bontang.

Mengingal - 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

IR

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

W

7 Tahun 2000 (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

NN

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)

i

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ):

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059):
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa
Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3803);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
% 3838):

8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003
Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.

4. lIzin usaha sarang burung walet adalah izin usaha yang diberikan oleh
Walikota untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik
sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai pengelolaan dan

pengusahaan sarang burung walet.

n

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, BUMN &
BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, [irma, koperasi,
persekuluan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha jasa dan
bentuk badan lainnya.

6. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk dalam marga collocalia.
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10.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat  daerah  pada  pemerintah  daerah  selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

[zin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

prasyarat untuk mengolah izin usaha dan/atau kegiatan.

Estetika sarang burung walet adalah pendekatan tampilan bangunan dengan
memperhatikan aspek seni dan keindahan, yang membuat bangunan sarang

burung walet terlihat seperti bangunan komersil, hunian ataupun campuran.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau
didalam tanah dan/atan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan

khusus.

BAB II
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung

walet wajib memperoleh izin usaha dari Walikota Bontang.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota
Bontang melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan

persyaratan:

=]

. identitas pemohon,
b. tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan;

¢. nomor pokok wajib pajak (NPWP);

1/ d. surat persetujuan masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus) meter;

e. rekomendasi lurah dan camat:
f. izin mendirikan bangunan;
g. izin gangguan (HO);

h. izin lingkungan.
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(3) Persyaratan sural persetujuan masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus)

meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak berlaku bagi
bangunan sarang burung walet yang dibangun sebelum Paraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Walet ditetapkan:



(4) Kepala SKPD yang membidangi Perizinan menerbitkan izin usaha sarang
burung walet setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD  yang
membidangi Peternakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 3

(1) Permohonan izin yang diterima akan dilaksanakan pencatatan secara

administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan di lapangan oleh Tim;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Bontang.

Pasal 4

(1) Pemberian izin usaha sarang burung walet dapat dilakukan penundaan

apabila salah satu syarat belum dipenuhi;

(2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon

tidak melengkapi, maka permohonan izin ditolak;

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 5

(1) Izin usaha sarang burung walet berlaku selama 5 tahun dan dapat
diperpanjang atas persetujuan Walikota;
(2) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin adalah
sebagai berikut :
a. Melampirkan izin yang lama;
b. Apabila terjadi perubahan lokasi usaha sarang burung walet, maka izin
yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin

baru.

Pasal 6

Izin usaha sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

a. pemegzang izin usaha sarang burung walet menghentikan usahanya;

b. izin usaha sarang burung walet dicabut oleh Walikota karena melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau mengancam dan

membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya;



¢. izin usaha sarang burung walet dipindahtangankan kepada pihak ketiga

tanpa persetujuan Walikota.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN ESTETIKA BANGUNAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Teknis Bangunan

Pasal 7

Pembangunan sarana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus

memenuhi persyaratan teknis bangunan.

Pasal 8

Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, sesuai
dengan ketentuan persyaratan teknis bangunan yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan

Bangunan.

Bagian Kedua
KEstetika Bangunan

Paragraf 1

Lokasi Bangunan

Pasal 9

(1) Lokasi bangunan sarang burung walet mengikuti ketentuan teknis ruang
yang telah ditetapkan peruntukannya;

(2) Bangunan sarang, burung walet yang berada di sepanjang jalan arteri dan
kolektor wajib mengolah estetika bangunan diketiga sisi bangunan;

(3) Bangunan sarang burung walet yang berada di sepanjang jalan lokal
sekunder dan jalan lingkungan/gang wajib mengolah estetika minimal di
sist muka bangunan;

(4) Untuk bangunan sarang burung walet yang berada di luar lokasi pemukiman

minimal difinishing dengan cat dua warna.



Paragral 2

Bagian Atas Bangunan

Pasal 10

Bangunan sarang burung walet wajib mempunyai estetika bangunan dengan
tampak sebagaimana bangunan yang berfungsi sebagai hunian bertingkat,

bangunan komersial atau hotel.

Pasal 11

Bangunan sarang burung walet dapat dibangun sampai 4 (empat) lantai dengan
memperhatikan aspek arsitektural, persyaratan konstruksi dan ketahanan
konstruksi dengan penambahan ruang monyet yang besarnya tidak lebih dari

25% luas perlantai.

Pasal 12

Bangunan sarang burung walet memiliki atap pelana, limasan ataupun

berbentuk datar (dak).

Paragraf 3
Badan Bangunan

Pasal 13

(1) Tampak depan bangunan menyerupai bukaan, baik bukaan peruntukan

cahaya maupun peruntukan sirkulasi udara;

(2) Tampak depan bangunan dapat memiliki teras di setiap lantai yang juga
berfungsi sebagai kanopi lantai dibawahnya;

(3) Bangunan wajib diberi warna dengan mengecat warna-warni yang serasi

minimal dua warna.

BAB IV
SUARA REKAMAN

Pasal 14

(1) Pengaturan rekaman suara burung walet dibatasi dari jam 16.00-18.00

WITA dan menyesuaikan dengan waktu ibadah.

(2) Batas normal bunyi suara rekaman burung walet maksimal 55 desibel.



Pasal 15

Pengaturan arah corong rekaman diatur dengan posisi corong mengarah ke

atas.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka setiap orang atau badan yang
mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sebelum berlakunya
peraturan ini, wajib mengurus izin usaha sarang burung walet kepada instansi
vang membidangi perizinan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya

Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 14 April 2011
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundanglkan di Bontang

pada tanggal 14 A}py 2011
o
Plt. -SEKRI;;[:ARIS DAERAH,
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BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011 NOMOR 11



Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 186 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

WALIKOTA BONTANG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengedalian

pengusahaan sarang burung walet, maka perlu membentuk tim yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang;

}\J

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (entang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

h

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3838):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran

Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1| Tahun 2011 lentang
Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Sarang
Burung Walet, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan  dokumen
perizinan,  melaksanakan  langkah-langkah  penertiban  dan
perkembangan/perubahan usaha sarang burung walet;

b. melakukan tindakan preventif (pencegahan) terhadap kegiatan usaha
burung waler;

¢. membuat berita acara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
usaha sarang burung walet;

d. memberikan advis terkait upaya pengendalian usaha sarang burung
walet:

Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasilnya

kepada Walikota Bontang melalui Sekretaris Daerah:

Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila  terdapat  kekelirnan dalam penetapannya akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

& Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Mei 2011

WALIKOTA BONTANG

— Y C4

ADI DARMA

Tembusan disampaikan kepada Yith:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Inspektur Daerah
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(U



Lampiran

Keputusan Walikota Bontang

Nomor 186 Tahun 2011
Tanggal 30 Mei 2011
Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
Pengarah 1. Walikota Bontang
2. Sekretaris Daerah
Ketua Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
Sekretaris Kepala Bidang Peternakan
Anggota 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Dinas Tata Ruang
Kota)
2. Kepala Scksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan (Dinas Tata
Ruang Kota)
3. Kepala Seksi Produksi, Pengembangan dan Penyebaran Ternak
(Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian)
4. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian)
5. Staf Bidang Peternakan (Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian)
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan (Dinas Keschatan)
8. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL (Badan Lingkungan
Hidup)
9. Kepala Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan (Badan
Lingkungan Hidup)
10. Kepala Sub Bidang AMDAL (Badan Lingkungan Hidup)
I'l. Kepala Bidang Pelayanan dan Perijinan (Badan Perijinan dan
Penanaman Maodal)
[2. Kepala Sub Bidang Pengawasan Pengendalian (Badan Perijinan
dan Penanaman Modal)
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
I<. Kepala Sub Bagian Penelaan dan Dokumentasi (Bagian Hukum
Sekretariat Daerah)
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
16. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional (Satuan Polisi Pamong
Praja)
7. Camat Bontang Utara
8. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan (Kecamatan Bontang
Utara)
19, Camat Bontang Barat
20, Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan (Kecamatan Bontang
Barat)
21. Camat Bontang Selatan
22, Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan (Kecamatan Bontang
Selatan)
25, Lurah Api-Api
24, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Api-Api)
25. Lurah Bontang Baru
26. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Bontang

Baru)
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. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Gunung

. Lurah Gunung Elai

o

Elai)

29. Lurah Bontang Kuala

. Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Bontane

o

Kuala)

. Lurah Guntung

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Guntung)
. Lurah Loktuan

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Loktuan)
. Lurah Gunung Telihan

. Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Gunung

Telihan)

37. Lurah Belimbing

47.
48.
49,
50.

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Belimbing)
. Lurah Tanjung Laut

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Tanjung

[aut)

. Lurah Tanjung Laut Indah

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Tanjung

[Laut Indah)

. Lurah Berbas Tengah

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Berbas

Tengah)

. Lurah Berbas Pantai

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Berbas

Pantai)

Lurah Satimpo

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Satimpo)
Lurah Bontang Lestari

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Bontang
Lestari)

. Lurah Kanaan

2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kelurahan Kanaan)

WALIKOTA BONTANG,

— 4

ADI DARMA



